BAB III

KETENTUAN NAFKAH MADIYYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF
REGULASI DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1,
Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan
kedudukan antara 705 — 802’ LS dan 1126 — 127 BT. Batas wilayah Kota
Malang, adalah Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Sebelah
Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Sebelah Barat :
Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak di keketinggian 440 sampai 667
meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai
aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448
m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan
pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara

dan ruang arsip.'

! Www.pa-malangkota.go.id, diakses pada 3 Mei 2015
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2. Wewenang Pengadilan Agama Malang
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang
Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama
Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam
urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang
Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:
a. Kewenangan Absolut
Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut Attributie van
rechtsmacht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian
kekuasaan antar badan-badan Peradilan.? Dengan kata lain, kewenangan
absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan
(wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.®
Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak,
artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu
lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk
memeriksa dan memutus perkara, tanpa bisa diintervensi oleh

lingkungan Peradilan yang lain.*

? Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11.

® Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 11, 80.

* M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.
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Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi:
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomi syariah.’

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya,
Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,® seperti
bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini”."

Artinya bahwa pihak-pihak yang beperkara harus sama-sama
beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah
pihak sama-sama beragama Islam. Adapun sebagai Pengadilan Agama
tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai
kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan
perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadagah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang

® Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 1l , 80.

% Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama

dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

7 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.



54

penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.?
b. Kewenangan Relatif
Pengadilan Agama Kodya Malang memiliki kewenangan relatif
dengan membawahi 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sukun, Kecamatan
Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan

Kedung Kandang, KotaBatu.’

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang
a. Visi
Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat
atau terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan,
kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan
pengayoman masyarakat yang berperkara.'’
b. Misi
1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambata atau
rintangan sehingga terca pai pelayanan penerimaan perkara secara

cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

¥ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Il , 33.
’ www.pa-malangkota.go.id, diakses pada 3 Mei 2015
10 .
Ibid.
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2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingg tercapai
persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai
putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat

dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.''

B. Peraturan Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah Madiyyah Anak

1. Sejarah Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Peradilan
Agama

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
ini diterbitkan dengan tujuan sebagai bahan acuan bagi seluruh aparat
Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti dan
Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Peradilan Agama.
Adapun awal mula tercetus ide pembuatan buku ini adalah adanya ketidak
selarasan antar Pengadilan Agama baik dalam hal pelaksanaan tugas maupun
tata cara administratifnya'”

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
ini pada awalnya diterbitkan pada tahun 2007, diberlakukan sebagai
pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tanggal 4 april 2006

11 .
Ibid.
' Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama ll, 2.
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tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama. Buku II edisi 2007 ini mulai disosialisasikan
pada saat Rakernas Akbar Mahkamah Agung dengan para Ketua dan
Panitera atau Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
seluruh lingkungan Peradilan di Jakarta Agustus 2008."

Sehubungan ada beberapa perkembangan, baik dibidang teknis maupun
administrasi peradilan, seperti lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan PERMA atau SEMA terkait
lainnya, beberapa materi dalam buku II edisi revisi 2007 telah mengalami
beberapa kali revisi tahun 2009 yang telah diterbitkan dan didistribusikan ke
Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama, dan terakhir revisi tahun
2010."

Adapun tujuan umum diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama ini adalah adanya keselarasan antara
seluruh aparat Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga buku tersebut
diharapkan bisa mempermudah seluruh aparat Peradilan Agama dan dapat

digunakan sebagai pedoman utama oleh seluruh aparat terutama para

B bid.
“bid., 3.
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Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas

di bidang administrasi Peradilan Agama.

2. Peraturan Mengenai Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah Madiyyah
Anak

Adapun segala bentuk aturan yang terdapat dalam Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjadi salah satu
pedoman penting dan menjadi patron para hakim di lingkungan Peradilan
Agama dalam hal teknis maupun administratif. Begitu juga mengenai aturan
tentang tidak diperbolehkannya gugatan natkah madiyyah anak.

Gugatan nafkah madiyyah anak pertama kali muncul pada yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 608/K/MA/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang
melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukumnya adalah
berkenaan dengan nafkah madiyyah (lampau) anak yang tidak terbayarkan.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan: “Bahwa
kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah /7i/
intifa’bukan /il tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan
nafkah kepada anaknya (nafkah madiyyah anak) tidak bisa digugat”.15

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/MA/2003 diatas,

dalil atau Aujjah tidak dinukil secara jelas sehingga masih menimbulkan

© Tim Penyusun Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung 2009, 881.
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banyak pro dan kontra terutamanya dikalangan para hakim. Berangkat dari
yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, maka Mahkamah Agung
mencantumkan peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah
anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Edisi Revisi 2010. Sehingga peraturan yang terdapat dalam buku
tersebut yang akan penulis jadikan bahan kajian dalam penelitian ini.
Adapun peraturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah
madiyyah anak yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama, terdapat dalam bagian Pedoman Khusus
nomor 15 point a yang berbunyi: “Nafkah anak merupakan kewajiban ayah,
dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak
(Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena
nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak
tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah

madiyyah anak)”.'®

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Tidak Diperbolehkannya
Gugatan Nafkah Madiyyah Anak

Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum yaitu hak

dan kewajiban antara anak dan orang tua, salah satunya adalah mengenai

'® Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama II, 223.
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kewajiban orang tua dalam menafkahi anak. Namun meskipun telah diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak
seorang ayah yang dengan sengaja melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada
anaknya. Sedangkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung
menyebutkan bahwa nafkah madiyyah tidak bisa digugat. Hal tersebutlah yang
menjadi polemik dikalangan hakim.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang ini dimaksudkan untuk
menilai dari sudut pandang hakim sebagai salah satu pelaku penegak hukum
mengenai peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak,
khususnya apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan
yang lain. Adapun terpilihnya lima hakim dalam waancara ini tidak bermaksud
mengesampingkan hakim yang lainnya, akan tetapi pemilihan hakim dilakukan
secara acak (random).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis, maka berikut
ini adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Malang:

1. Musthofah, S.H. M.H.
Menurut hakim Musthofah nafkah madiyyah anak merupakan isu lama
yang sedikit terabaikan, akan tetapi pada saat ini mulai diperbincangkan lagi
dikarenakan banyaknya gugatan yang masuk di Pengadilan Agama tentang

tuntutan mengenai pembayaran nafkah madiyyah anak. Menurutnya yang
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dimaksud dengan nafkah madiyyah anak adalah nafkah pada masa lalu yang
tidak dibayarkan oleh seorang ayah terhadap anaknya baik karena tidak
mampu atau sengaja melalaikan.'’

Nafkah anak menurut hakim Musthofah merupakan kewajiban orang tua
utamanya seorang ayah. Hal tersebut dengan jelas disbutkan dalam pasal 41
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80
dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila tidak ada sebab yang
mengharuskan pengalihan kewajiban maka ayah tetap wajib secara hukum
untuk menafkahi anak dengan layak. Sehingga menurutnya nafkah madiyyah
anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang
ada. Sehingga secara tegas hakim Musthofah menyatakan tidak setuju
terhadap peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak
dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama.18

Adapun jika dilihat dari segi hukum yang ada, menurut hakim
Musthofah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak baru dapat beralih
kepada ibu bila ternyata ayah memperoleh cacat biologis maupun mental
yang menyebabkan dirinya tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh anggota keluarga. Begitupun juga

dengan kenyataan jika seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya

" Musthofah, Wawancara, Malang, 19 April 2015.

¥ |bid.
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karena sengaja lalai. Menurut hakim Musthofah peralihan kewajiban ini
dapat melalui dua cara, yaitu cara sosiologis dan cara yuridis. "°

Cara sosiologis di sini adalah cara pengalihan kewajiban secara sosial
dalam lingkup keluarga. Ibu secara sadar mengambil alih peran ayah untuk
menafkahi keluarga. Kesadaran ini mutlak didasarkan pada adanya tanggung
jawab mengambil alih peran disertai dengan dukungan dari anggota keluarga
lain.

Cara yuridis dilakukan melalui proses hukum berdasarkan putusan
Pengadilan Agama. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan salah
satu kewenangan Pengadilan Agama, yaitu menyelesaikan perkara
pengalihan kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengalihan
kewajiban ini dapat diputuskan oleh pengadilan jika memenuhi syarat bahwa
ayah yang seharusnya memikul kewajiban tersebut lalai menunaikan
kewajibannya.

Hakim Musthofah juga megatakan bahwa penanganan tentang nafkah
madiyyah anak harus dilakukan dengan cermat, hakim harus bisa
mengungkap fakta yang terjadi selama proses berperkara di dalam
Pengadilan. Sehingga bisa mengetahui apakah ayah tidak memberi nafkah

karena sengaja melalaikannya atau tidak mampu. Sebab hal tersebut bisa

¥ bid.
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dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
nalntinya.20
2. Hj. Munhidlotul Hasanah, M.HI.

Menurut hakim Munhidlotul Hasanah nafkah anak pada dasarnya
merupakan kewajiban kedua orang tua. Adapun jika seorang ayah lalai dalam
memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi nafkah
tersebut berpindah kepada seorang ibu. Adapun hal tersebut dikarenakan
nafkah anak merupakan /i/ intifa’ bukan /il tamlik, sehingga nafkah anak
apabila tidak diberikan seorang ayah maka tidak bisa dianggap sebagai
hutang.*'

Kata intifa’ merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata nafa’a
yang berarti memberi manfaat atau berfaedah, kata infafa’a berarti
memperoleh atau mengambil manfaat, sedangkan al-intifa’ adalah bentuk
masdar yang berarti al-istifadah, yang berarti “untuk mengambil atau
memperoleh manfaat”. Sementara itu kata ramlik berasal dari kata malaka
yamliku yang berarti memiliki, sehingga yang dimaksud /i/ tamlik adalah
untuk penguasaan atau kepemilikan.*”

Oleh sebab itu, Menurut hakim Munhidlotul Hasanah bahwa nafkah anak

seharusnya memang tidak bisa dituntut atau digugat karena pada dasarnya

20 .
Ibid.
! Munhidlotul Hasanah, wawancara, Malang, 19 April 2015.
> Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-
Munawir Krapyak, 1984), 1455-1456 dan 1547.
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nafkah madiyyah anak adalah /i/ intifa’ yang berarti memberi nafkah anak
bukan merupakan kewajiban mutlak seorang ayah karena apabila nafkah anak
sudah terpenuhi maka gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahi. Hakim
Munhidlotul Hasanah juga mengatakan hal ini berbeda dengan nafkah
madiyyah isteri yang memang /il tamlik sehingga seorang suami wajib
memberi nafkah isteri sehingga apabila suami lalai tidak membayar nafkah
isteri maka hal tersebut dianggap sebagai hutang. Adapun menurutnya hal
tersebut terdapat dalam kitab al-Fighi al-Islamiyyu wa ‘Adillatubu juz VII
halaman 829 karangan Wahbah Zuhaily.*

Dalam kitab al-Fighi al-Islamiyyu wa ‘Adillatubu juz VII halaman 829
karangan Wahbah Zuhaily berbunyi:

“Pendapat kalangan Shafi’iyyah: Nafkah terhadap anak itu tidak
menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin
dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia
memberi nafkah. Menurut fuqaha, kewajiban orang tua memberikan
nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam
(dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberi
nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika
kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.**

Adapun pernyataan Wahbah Zuhaily yang terdapat dalam kitab tersebut
dimaknai hakim Munhidlotul Hasanah sebagai dasar hukum yang kuat bahwa

nafkah madiyyah anak itu /il intifa’ sehingga jika kebutuhan anak sudah

terpenuhi maka gugurlah kewajiban seorang ayah. Sehingga dasar yang

23 .
Ibid.
** Wahbah Zuhaily, al-Fighi a]—]s]a}myyu wa ‘Adillatuhu juz VII, (Jakarta: Dar al-Fikr, 2003), 829.
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terdapat dalam kitab tersebut dapat digunakan hakim dalam salah satu
pertimbangan dalam membuat putusan.”
H. Syamsul Arifin, S.H.

Adapun menurut hakim Syamsul Arifin gugatan nafkah madiyyah anak
ini muncul pertama kali pada tahun 2003 yaitu adanya seorang isteri yang
menggugat suaminya karena dianggap lalai tidak memberi nafkah anak. Hal
tersebut menjadi polemik dikalangan para hakim karena perbedaan
pandangan hukum yang digunakan. Pada akhirnya munculah putusan
Mahkamah Agung Nomor 608/ K/ MA/ 2003 tentang putusan terhadap kasus
tersebut yang menolak gugatan nafkah madiyyah anak dengan alasan /i/
intifa’bukan /il tamlik tanpa menukil dasar hukum yang dipakai.*®

Oleh karena itu putusan tersebut dijadikan yurisprudensi oleh hakim
sesudahnya. Selanjutnya Yurisprudensi tersebut adalah salah satu yang
mengilhami munculnya peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah
madiyyah anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama.

Atas dasar yurisprudensi tersebut hingga saat ini banyak di antara hakim

Pengadilan Agama yang hanya taklid®’, mengikuti dan menerapkan begitu

saja secara feks book pertimbangan hukum yang ada dalam peraturan

% |bid.

2 Syamsul Arifin, wawancara, Malang, 19 April 2015.

%’ Taklid dalam hal ini yakni meniru, mengikuti atau berpegang begitu saja kepada pendapat ahli
hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Lihat Hartono, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 993.
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Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah madiyyah
anak. Tanpa berusaha lagi mengungkap dan mempertimbangkan fakta lain
yang selalu ada dan berbeda antara perkara yang satu dengan yang lain dalam
kasus serupa. Mereka beranggapan seolah-olah sudah merupakan suatu
ketentuan hukum yang final dan tidak bisa diganggu gugat bahwa setiap
nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya itu tidak dapat digugat di
Pengadilan Agama, karena itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal
itu harus dinyatakan ditolak, apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya.”®
Adapun pernyataan Wahbah Zuhaily yang terdapat dalam kitab a/-Fighi
al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu juz VII halaman 829 sebagaimana telah
dijelaskan dalam bagian sebelum ini, dimaknai berbeda oleh hakim Syamsul
Arifin, pernyataan Wahbah Zuhaily tersebut dianggap memberikan
pengecualian terhadap sifat /i/ intifa’ dari nafkah lampau anak. Sifat /i/
intifa’ tersebut dapat dikecualikan jika ternyata ayah secara sengaja
melalaikan kewajibannya menafkahi anak sementara dia sendiri dalam
keadaan yang sangat mampu alias memiliki kelebihan harta, maka dalam hal
ini hakim bisa menuntut untuk membayarnya. Perbuatan yang zalim ketika
seorang ayah yang mampu secara material dan moril menafkahi anak tetapi
secara sengaja melalaikannya. Sehingga dengan demikian, membiarkan

seorang ibu bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan

28 Syamsul Arifin, wawancara, Malang, 19 April 2015.
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pendidikan anaknya dianggap sebagai penelantaran yang bisa digugat di
Pengadilan.”

Pada kondisi demikian, maka ijtihad hakim harus digunakan dengan
cermat dengan menimbang manfaat dan madharatnya. Dalam kasus seperti
ini keadilan harus ditegakkan oleh hakim. Karena itulah, dalam hal-hal
tertentu seperti disebutkan di atas, hakim pengadilan dapat mewajibkan
kepada ayah untuk membayar nafkah lampau anak yang sengaja
dilalaikannya.

Hakim Syamsul Arifin berpendapat bahwa sesungguhnya sudah jelas
diatur dalam pasal 40 dan 80 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
bahwa seorang ayah memiliki kewajiban dalam menafkahi isteri dan anak.
Sehingga hakim Syamsul Arifin tidak setuju dengan peraturan tidak
diperbolehkannya gugatan nafkah madiyyah anak dalam buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Hal tersebut
dikarenakan dampak yang diakibatkan luar biasa buruk untuk beberapa hal.
Salah satu contoh dampak jangka panjang adalah dikhawatirkan akan muncul
banyak kasus seorang ayah yang dengan gampangnya melalaikan memberi

nafkah anak dikarenakan tidak adanya aturan yang dapat menuntutnya.

2 Ibid.
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Apabila sudah demikian maka anak dan isteri yang akan menanggung
kerugian luar biasa baik secara fisik maupun psikologi.*
Dra. Hj. Rusmulyani

Hakim Rusmulyani berpendapat tidak jauh berbeda dengan hakim
Mushthofah dan hakim Syamsul Arifin. Beliau mengatakan dengan tegas
bahwa sesungguhnya peraturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan
nafkah madiyyah anak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan
Undang-undang perlindungan. Pada saat ini, masalah anak sudah sangat
dilindungi oleh hukum baik dalam maupun luar Negeri. Hal ini terbukti
dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang anak diantaranya
munculnya Undang-Undang Pengadilan anak dan Undang-Undang
Perlindungan anak.”’

Hakim Rusmulyani mengatakan bahwa pandangan mengenai nafkah
madiyyah anak ini memang berbeda-beda dikalangan para hakim. Hal ini
disebabkan perbedaan pengambilan dasar hukum yang digunakan. Bagi
hakim yang setuju dengan peraturan tersebut dikarenakan mereka
menggunakan sudut pandang figih Islam dalam kitab karangan Wahbah
Zuhaily sedangkan bagi yang tidak setuju mereka menggunakan dasar hukum
perundang-undangan Indonesia serta penggalian hukum sendiri dengan

mempertimbangkan dampak yang terjadi nantinya.

* Ibid.

3 Rusmulyani, wawancara, Malang, 19 April 2015.
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Adapun dalam konteks sosiologis, menurut Hakim Rusmulyani perlu
dipahami bahwa saat ini ada frend peningkatan penelantaran anak oleh ayah
kandungnya. Banyak faktor atau alasan yang menyebabkan hal ini terjadi,
misalnya sang ayah telah menikah dengan perempuan lain secara sirri,
kurangnya rasa tanggung jawab seorang ayah kepada keluarga, sifat atau ego
yang lebih mementingkan karir dan prestise dari pada keluarga, dan beberapa
hal lain yang menjadi pemicunya. Jika seorang ibu telah melaksanakan
kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga harus bekerja sendiri untuk
memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sementara ayah kandung
anak mampu secara materil tetapi mengabaikannya, maka secara hukum ibu
tersebut berhak menuntut keadilan agar ayah kandungnya membayar nafkah
lampau anak yang telah dikeluarkan ibu kandungnya.*

Menurut hakim Rusmulyani, beliau hingga saat ini belum menemukan
dalil pasti yang ada dalam al-Qur’an maupun Hadis yang menyebutkan
bahwa nafkah anak adalah /7/ intifa’ sehingga tidak dianggap sebagai hutang
jika lalai dalam membayarnya. Sehingga hakim Rusmulyani mencoba
menggali hukum sendiri untuk memecahkan masalah nafkah madiyyah anak

dengan berpegangan pada dasar hukum yuridis yang jelas mengatur tentang

32 Mushtofah, wawancara, Malang, 19 April 2015.
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kewajiban orangtua terhadap anaknya khususnya seorang ayah dalam
menafkahi anak.”

Sehingga dalam masalah nafkah madiyyah ini hakim Rusmulyani
berpegang pada dasar hukum Undang-undang Perkawinan pasal 41
menyebutkan dengan jelas bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak
dalam keadaan tidak mampu maka barulah pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Adapun selain itu juga menggunakan
dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yaitu suami dengan penghasilannya
menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya.**

H. Muh. Djamil, S.H.

Adapun pandangan lain dikemukakan oleh hakim Muh. Djamil yang
kurang lebih sependapat dengan hakim Munhidotul Hasanah, menurutnya
nafkah madiyyah anak merupakan nafkah yang tidak dapat digugat. Akan
tetapi seorang isteri masih berhak menggugat suaminya di Pengadilan Agama
apabila dianggap lalai tidak memberi nafkah anak karena masalah tersebut
masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama. Meskipun begitu
majelis hakim dalam putusan nantinya tetap wajib menolak gugatan nafkah
madiyyah anak tersebut, karena telah jelas diatur dalam Yurisprudensi

Nomor 608/ K/ MA/ 2003 dan peraturan yang tercantum dalam buku

3 Rusmulyani, wawancara, Malang, 19 April 2015.

* Ibid.
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Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa
nafkah madiyyah anak tidak bisa dituntut sebagai hutang.*

Dalam masalah nafkah madiyyah anak adalah /i/ intfa’ bukan /il tamlik,
Hakim Muh. Djamil menguatkan dalil yang digunakan oleh hakim
Munhidloh. Kata /i/ intifa’ dalam pertimbangan peraturan Mahkamah Agung
tersebut kemudian coba dimaknai oleh hakim tingkat banding, antara lain
melalui Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 30
Maret 2010 dengan mengemukakan bahwa:

“Kewajiban orang tua (ayah) untuk membayar nafkah madiyyah
(lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan
apabila kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka
gugurlah kewajiban memberi nafkah madiyyah anak itu. Hal ini sejalan
dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab a/-Fighi al-Islamiyyu
wa ‘Adillatuhu Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih
menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama. Adapun pertimbangan

putusan perkara ini adalah menurut Fuqaha, nafkah anak menjadi gugur

dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan (/// tamlik) dan

bukan merupakan utang”.*°

Sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim Moh. Djamil, maka dalam
beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah
madiyyah anak selalu dibatalkan di tingkat banding dengan pertimbangan
lebih kurang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang
mengabulkan tuntutan nafkah madiyyah anak tidak tepat dan tidak

mengikuti yurusprudensi yang sudah diterapkan sejak lama, di mana menurut

> Muh. Djamil, wawancara, Malang, 19 April 2015.
*® putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2010.
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yurisprudensi setiap gugatan nafkah madiyyah anak harus ditolak karena
kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah /i/ intifa’ bukan /il
tamlik’’

Kewajiban seorang ayah dianggap gugur dalam menafkahi anaknya
dikarenakan nafkah anaknya otomatis berpindah kepada ibu atau saudara-
saudara lainnya, sehingga anak masih tetap dalam kecukupan baik sandang,
pangan maupun papannya. Maka dalam hal ini kewajiban ayah bukanah

hutang yang harus dibayarkan.”®

> Muh. Djamil, wawancara, Malang, 19 April 2015.

* Ibid.



